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PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban Rumah Sakit dr Soediran Mangun
Sumarso atas kegiatan keuangan dan sumberdaya ekonomi yang dimiliki serta menyediakan informasi

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode

pelaporan.

Laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca,Laporan Operasional, Laporan Arus Kas , Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso yang harus disajikan sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a.  Maksud.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten

Wonogiri disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel

dan transparan.
b. Tujuan.

Tujuan penyajian Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang

keuangan yang dikelolanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr Soediran Mangun Sumarso didasarkan

pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);



10.

11.

12.

13,

14.

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4266);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang — undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 );

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah {PPK—BLUD) pada Rumah Sakit Umum

Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten

Wonogiri;

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;
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5.4.1. Beban yang Masih Harus Dibayar/Hutang Jangka Pendek
5.4.2. Hutang Pajak
5.4.3. Hutang Lainnya

5.5. Ekuitas Dana
5.5.1. Ekuitas Dana Lancar
5.5.2. Ekuitas Dana Investasi
5.5.3. Ekuitas Dana Cadangan

5.5.4. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

Bab VI. Penutup.
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2.2,

BAB 1l

EKONOMI MAKRO KEBUJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA BLUD

Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adatah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah.

Dalam struktur Pemerintah Daerah, RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan
pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh

situasi ekonomi secara makro antara lain:

7 Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dengan

akuntabilitas semakin tinggi.
v Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

v Adanya persaingan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang

kompetitif, baik dari segi tarif maupun pelayanan.

v Tingkat inflasi yang belum stabil/fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan

baku rumah sakit (antara lain : obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang lainnya, dil)

Kebijakan Keuangan.

Dalam rangka penatausahaan keuangan baik pendapatan dan belanja di RSUD dr
sopediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2018 agar terwujud
keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat
muty, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil

langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

¥ Pengembangan jenis/produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-

potensi pendapatan rumah sakit;
v Peningkatan Cost Recovery dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial;

v Pengendalian belanja/biaya rumah sakit {Cost Contiment Startegy) dengan memperbaiki

etos kerja karyawan rumah sakit;
v  Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual;
v Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dengan teknologi komputer (Computerized);

v Penyesuaian tarif dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya bel masyarakat

serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.
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IKTHISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikthisar Realisasi Pencapain Target Kinerja Keuangan

Indikator Pencapaian Target BLUD Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut:
i Realisasi
No Uraian Anggaran % Targ Ket
Per 31 Desember
et
2018
1. Pendapatan Rp. 105.400.000.000,- | Rp. 49.101.738.674,- | 46,59 | 100 Belum
Pelayanan mencapai
L Kesehatan target
a. Pelayanan Rp. 21.000.000.000,- | Rp. 23.557.838.245,24 | 112,18 | 100 | sudah
kesehatan pasien mencapai
umum target
b. Pelayanan ) )
kesehatan pasien
Askes
¢: Pelaganan Rp. 3.500.000.000,- | Rp.3.413.511.329,- 97,53 | 100 | Belum
kesehatan pasien mencapai
Jamkesda target
O Pelaymmam Ko 6.000.000.000,- | Rp. 5.999.904.066 |99.99 | 100 | sudah
kesehatan pasien mencapai
Non Jamkesda target
/SKTM
e. Pelayanan Rp. 73.500.000.000 ,- Rp. 78.085.149.624,- 106,24 | 100 | Sudah
mencapai
kesehatan BPJS target
% jiainiln Rp. 2.000.000.000 Rp. 2.664.047.671 133,2 | 100 | Sudah
Pendapatan RSUD B SEO0 S0 Bt SO0, ! mencapai
yang Sah target
1) Jasa Giro Rp. 1759.030.264,-
2) Denda Rp. 181.025.197,-
3) Pendapatan lain- Rp.  2.303.992.210,-
lain selain Jasa
giro dan denda
Jumliah Rp. 106.000.000.000,- Rp. 113.720.450.935,- 107,28 | 100 | Sudah
mencapai
target




3 | BELANJA
) Selisih
a. Belanja SKPD Rp. 163.519.588.000,- | Rp. 158.855.164.507,- 97,15 | 100 | kurang
b. BelanjaBLUD | Rp. 114.187.919.000,- | Rp.111.537.679.405,- | 97,68 | 100 ie"s"‘
urang

Analisa Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2018 :

1.

Sampai dengan 31 Desember 2018, penerimaan akumulatif jasa pelayanan kesehatan dan
lain-lain pendapatan BLUD yang sah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso sebesar
Rp. 113.720.450.935,- atau 107,28 % dari target satu tahun yang ditetapkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 106.000.000.000,-

Sampai dengan 31 Desember 2018 seluruh pengeluaran operasional untuk Belanja
Pelayanan publik {yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) telah
direalisasikan sebesar Rp. 158,855,164,507,- (97,15 %) dari seluruh Anggaran Belanja SKPD
Tahun 2018 sebesar Rp. 163.519.588.000,-.

Ratio Keuangan

Dalam Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri perfu

menampilkan

1.Rasio Likuiditas yang dapat memberikan gambaran atas kemampuan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya.

a. Current Ratio (Ratio Lancar)

yaitu dengan membagi Aktiva Lancar dengan Kewajiban Lancar.

I

Uang Cash + Piutang + Persediaan
Kewajiban Lancar

10.370.690.648 + 18.840.741.298 + 6.136.069.369,08
11.475.556.606

=3,08

Artinya kemampuan keuangan dengan kewajiban jangka pendek 1 (satu) kali
dapat dipenuhi dengan aktiva 3 kali, dan jika aset lancar meningkat lebih cepat
daripada kewajiban maka akan meningkatkan kemampuan untuk memenubhi
Kewajiban Lancar dengan perhitungan bahwa Aset Lancar yang berupa Piutang

harus segera dapat dikonversi menjadi cash.

b. Acid Test (Ratio Cepat)
yaitu dihitung dengan mengurangi persediaan dari Aktiva Lancar kemudian

membagi hasilnya dengan Kewajiban Lancar.

= Aset lancar — Persediaan
Kewajiban Lancar




35.347.501.315,08 — 6.136.069.369,08
11.475.556.606

2,5

Artinya kemampuan keuangan untuk dapat memenuhi Kewajiban Lancar tanpa
memperhitungkan Persediaan yang ada berdasarkan laporan keuangan,
kemampuan keuangan mampu untuk memenuhi kewajiban 2,5 kali
dibandingkan Kewajiban Lancar dengan perhitungan dalam jangka pendek

piutang dapat dikonversi menjadi cash.

indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Adapun indikator pencapaian target kinerja APBD adalah :

v' Terpenuhinya kebutuhan saran dan prasarana serta kebutuhan penunjang untuk

memberikan pelayanan kesehatan {misal : alat kesehatan, obat-obatan, pemeliharaan alat

medik dan non medik);

Meningkatnya kinerja karyawan dalam bentuk peningkatan jasa pelayanan dari tahun ke

tahun;

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

dalam pencapaian target kinerja keuangan semester | Tahun anggaran 2018 adalah :

1.

2.

Semakin banyak berdiri rumah sakit swasta yang menjadi pesaing;

Masih terjadinya citra dimasyarakat bahwa rumah sakit pemerintah kurang maksimal

dalam pelayanan;

Masih kurang memadainya sarana dan prasarana RSUD terutama ruang perawatan

pasien;
Kurangnya sosialisasi dan promosi RSUD tentang potensi yang dimiliki;

Perubahan etos kerja menghabiskan anggaran belanja dan pemanfaatan anggaran belum
optimal, pemanfaatan anggaran masih berorientasi menghabiskan anggaran daripada

pertimbangan maksimalisasi pemanfaatan;

Upaya-upaya potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi pembelanjaan kurang

terintegrasi dengan sempurna;

Pendapatan tergantung pada produk dan mutu layanan. Mutu layanan rumah sakit belum

sepenuhnya memenuhi standar mutu dan keinginan masyarakat.



BAB iV
KEBUJAKAN AKUTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit

Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagai Badan Layanan

Umum Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk

pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan hasis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan

belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas dan setara kas

bendahara penerimaan maupun pengeluaran. Basis akrual untuk pengakuan atas aktiva

maupun pasiva tidak tergantung pada aliran kas namun saat potensinya terjadi.

4.3. Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan adalah :

4.3.1.

4.3.2,

4.3.3.

Kas dan Bank

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada
saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas RSUD dr Soediran

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri adalah kas on hand maupun kas yang disimpan di
bank.

Piutang

Piutang hak atau klaim kepada pihak ke tiga yang diharapkan dapat dijadikan kas datam
satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akutansi berdasarkan jumlah
kas yang diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
Piutang RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terdiri dari Piutang
Pelayanan BPJS. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat

direalisasikan.
Persediaan

Persediaan adalah barang yang dibeli dengan dimaksudkan untuk dijual atau yang
dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode

akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.

Adapun persediaan barang yang ada di RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten

Wonogiri adalah sebagai berikut :

in



4.3.4.

4.3.5,

v' Persediaan Alat Tulis Kantor

v" Persediaan bahan pembersih rumah tangga

v" Persediaan bahan cuci laundry

v" Persediaan listrik

v" Persediaan barang cetak rekam medik

v’ Persediaan barang cetak Rumah Tangga

v Persediaan barang farmasi (obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai).
v’ Persediaan bahan dan alat Radiologi

¥" Persediaan bahan dan alat laboratorium

v" Persediaan Bahan Gas medis

v' Persediaan bahan makanan Pasien

v' Persediaan Paket Mandi Pasien / Personal Hygien
v" Bahan Pembersih Sanitasi

Penilaian persediaan yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun

Sumarso Kabupaten Wonogiri adalah berdasarkan dengan metode pencatatan FIFO.

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan yang dimaksud untuk memperoteh manfaat
ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka
Panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah
kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan

yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh RSUD dr Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode
akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan/operasional dan pelayanan. Aset

Tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi atau cara lain yang sah.

Pengakuan Aset Tetap :

Aset Tetap RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dinilai dengan nilai
historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai
historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan

yang diestimasikan.
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4.3.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi RSUD. Dalam konteks entitas rumah sakit,
kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari
masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah atau lembaga internasional.
Kewajiban entitas rumah sakit juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yahg
bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat
dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau

peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang
diperhitungkan diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan

setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.7. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah

keseluruhan aktiva dengan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang.

4.4, Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Keuangan yang ada dalam Standar Akutansi

Pemerintahan.

Kebijakan akutansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan untuk pelaporan konversi kepada
pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu mulai tahun 2015 RSUD telah menyusun laporan
keuangan berdasarkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun
2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah

daerah.
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PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

No
_____ P ....< L oL .
5.1.1. PENDAPATAN.......... sesressensassansersasien

R

Keterangan 31 Desember 2018 31 Desember 2017

Rp 113.720.450.935,,- Rp 100.396.177.4¢

ealisasi Pendapatan sampai dengan

31 Desember pada lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah dari

RSUD dr Soediran

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang

telah ditetapkan pada APBD tahun 2018 berupa

pendapatan Pelayanan Kesehatan adalah

sebesar Rp. 113.720.450.935,- (107,28%) dari

target sebesar Rp. 106.000.000.000,-

a. Pendapatan Pelayanan Kesehatan
No URAIAN Per 31 Desember 2018
1 Pendapatan Pelayanan Kesehatan
2 Peloyanan kesehatal |y 54 sapgagaasag
pasien umum
b. Pelayanan kesehatan Rp.  3.413.511.329,-
pasien Jamkesda
G Peléyanan kesehatan Rp.  5.999.904.066,-
pasien Non
Jamkesda/SKTM
d. Pelayanan kesehatan Rp. 78.085.149.624-
BPJS
JUMLAH Rp.111.056.403.264 ,-
Penjelasan :

1. Realisasi pendapatan pelayanan pasien

non Jamkesda (SKTM)

sebagian

Nopember dan Desember 2017, sampai

dengan bulan Sebagian Nopember 2018.
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2. Realisasi pendapatan pelayanan
kesehatan BPJS bulan November -
Desember tahun 2017 dan bulan Januari

sampai dengan September 2018.

b. Lain-lain Pendapatan RSUD yang sah

No URAIAN 31 Desember 2018
1 Jasa Giro Rp. 179.030.264,-
2 Denda Rp. 181.025.197-
3 Pendapatan lain-lain selain Rp. 2.303.992.210,-
Jasa giro dan denda

Realisasi jasa giro memperhitungkan bersih
setelah dikurangi beaya administrasi dalam

periode pendapatan tersebut.

5.1.2. BELANJA......oooceeereeeeeerennannn
Rp

158.855.164.507,- Rp 134.506.976.085,

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran adalah realisasi berdasarkan
SPJ Belanja Per 31 Desember 2018 dari dana
APBD dan Dana BLUD.

BELANJA OPERASI :

a. Belanja Pegawai

URAIAN Per 31 Desember 2018

Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp. 25.639.072.934,-

Belanja Pegawai Langsung Rp. 44.788.876.576,-

b. Belanja Barang & Jasa

URAIAN Per 31 Desember 2018
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 24.993.600,-
Peningkatan SDM Rp. 24.993.600,-

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Rp.  5.999,904,066,-

Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan

Rp.  5.999.904.066,-

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

Rp. 61.513.302,-




Rehabilitasi Bangunan Doorloop/Selasar Pelayanan Rumah Sakit

Rp. 22.995.212,-

Pembangunan Gedung Penunjang Pelayanan IGD Rumah Sakit

{Lanjutan)

Rp. 24.122.29Q,-

Pembangunan gedung instalasi gizi RSUD dr Soediran MS

Rp. 14.395.800,-

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Rp. 58,421,703,167,-

Pelayanan BLUD

Rp. 58,421,703,167,-

C. Belanja Modal

URAIAN

Per 31 Desember 2018

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

RS/RSI/RS Paru/RS Mata

Rp. 6.597.082.200,-

Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan (DAK)

Rp.  6.597.082.200,-

Rehabilitasi Bangunan Doorloop/Selasar Pelayanan Rumah Sakit

Rp.  2.445.770.000,-

Pembangunan Gedung Penunjang Pelayanan IGD Rumah Sakit

{Lanjutan)

Rp.  4.379.682.000,-

Pembangunan gedung instalasi gizi RSUD dr Soediran MS

Rp.  2.169.467.000,-

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Rp. 8.327.099.662,-

Pelayanan BLUD

Rp. 8.327.099.662,-

5.1.3. SURPLUS/DEFISIT LRA Rp  45.134.713.572,-

Rp 34.110.798.593, -

Pada tahun Anggaran 2018 terdapat defisit Dana
APBD dan Dana BLUD Rp.45.134.713.572,- Yang
merupakan selisih antara realisasi pendapatan
BLUD sebesar Rp. 113.720.450.935,- Dengan
realisasi belanja APBD dan BLUD tahun Anggaran
2018 sebesar Rp.158.855.164.507,-

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SILPA) BLUD

Saldo Anggaran Lebih BLUD Rp 10.370.650.648,-

Rp 8.187.919.118,-

1. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar
Rp.8.187.919.118,- Merupakan saldo
SILPA dana BLUD tahun anggaran 2017.

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA)
sebesar Rp. 2.182.771.530 Merupakan

selisih realisasi pendapatan kas Basis dan



realisasi belanja Kas Basis BLUD pada
tahun Anggaran 2018,

Koreksi kesalahan pembukuan adalah
sebesar Rp.0,- karena tidak ada koreksi
pembukuan tahun 2017.

Saldo Anggaran lebih Akhir BLUD
Rp.10.370.690.648,-~. Saldo awal SILPA
dana BLUD ditambah dengan selisih
antara pendapatan dan pengeluaran pada

Dana BLUD 2018.

5.3 Penjelasan Atas POS — POS NERACA

5..3.1. ASET LANCAR

31 Desember 2018 31 Desember 2017
5..3.1.1KAS DAN SETARA KAS Rp  10.370.690.648 Rp  8.187.919.118,-
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara
kas pada pemegang kas per 31 Desember 2018.
Kas dan setara kas RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut:
- Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD  Rp 2,071.325,- Rp 2.756.477,-
- Kas di Bendahara Penerimaan SKPD Rp 56.765.248,- Rp 40,175.111,-
- Kas di Bank Rp 10.311.854.075,- Rp 8.144.987.530,-
Jumlah Kas BLUD Rp 10.370.690.648,- Rp 8.187.919.118,-
Penjelasan :
» Rekening Bank Pengeluaran  SKPD,
merupakan pemilahan pemegang kas yang
bertanggungjawab terhadap pencatatan
semua kas keluar SKPD RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
> Rekening Bank Penerima, merupakan
pemilahan pemegang kas yang
bertanggungjawab terhadap pencatatan
kas masuk RSUD dr Scediran M.S.
» Jumiah di bank sebesar

Rp. 10.311.854.075,- terdiri dari Bank

Bendahara Pengeluaran sebesar
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Rp.4.889.083-, Rekening Bank BLUD
Rp.10.306.964.992, -

> Kas Pada bendahara Penerimaan sebesar
Rp. 56.765.248,- merupakan pendapatan
on hand 31 Desember 2018 pada sore hari
setelah jam kerja bank BPD sampai dengan
dini hari yang belum disetor ke rekening

BLUD.

5..3.1.2.PIUTANG PELAYANAN Rp 18.695.933.498,- Rp 14.108.287.262,-

Piutang pelayanan merupakan perkiraan
perhitungan klaim atau hak yang dimilliki RSUD
dr. Soediran Mangun Sumarso yang diperoleh
dari pelayanan terhadap pasien yang pada

tanggal neraca belum diterima secara kas.

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang
Pelayanan per 31 Desember 2018, dengan

rincian sebagai berikut:
- BPJS Rp. 18.599.834.843,-

Klaim susulan januari sampai juli 2018, dan
kiaim bulan Oktober sampai dengan Desember

2018
- PasienUmum Rp. 96.098.655,-

Merupakan pasien dalam perawatan

5..3.1.3.PIUTANG LAINNYA...................
Rp  144.807.800- Rp -

Piutang lainnya yang merupakan hak yang
dimiliki RSUD dr Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Piutang tersebut adalah denda
kepada BPIS karena adanya keterlambatan
pencairan Klaim Pelayanan Kesehatan sebesar
Rp.144.807.800,- yang merupakan pendapatan
fain — lain BLUD.
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5.3.1.4.PERSEDIAN...............

Rp

6.136.069.369,08

Rp

5.981.152.583,69

Persediaan ini merupakan barang berwujud
yang akan habis pakai atau terjual namun saat
tanggal neraca disusun masih belum habis

terpakai atau terjual.

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan

Barang per 31 Desember 2018, dengan rincian

sebagai berikut:

No Keterangan

31 Desember 2018

31 Desember 2017

1 Persediaan Obat-Obatan

2.454.122.455,10

3.423.430.698,18

2 Persediaan Bahan Medis Habis Pakai

1.599.553.482,70

1.616.185.096,30

3 Persediaan Bahan dan Alat Laboratorium

1.400.153.439,00

495.229.689,58

4 | Persediaan Bahan dan Alat Radiologi 302.708.944,28 172.457.453,54
5 Persediaan Bahan Makan Pasien 30.439.812 15.825.925,00
6 Persediaan Bahan Cetakan Rumah Tangga 24.125.000,00 22.122.500,00

7 Persediaan Bahan Cetakan Rekam Medis

75.152.250,00

105.086.000,00

8 Persediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik

51.029.700,00

32.745.500,00

9 Persediaan ATK

71.264.156,00

49.759.055,00

10 | Persediaan Bahan Pembersih

44.373.210,00

12.392.575,00

11 | Persediaan Bahan Cuci Laundry

3.140.750,00

12 | Persediaan Gas Medik 16.674.570,00 18.118.091,09
13 | Persediaan Personal Hygiene 59.420.000,00 17.800.000,00
14 | Persediaan bahan Pembersih Sanitasi 3.911.600,00 -

Persediaan obat terdiri dari persediaan
BLUD yang berasal dari pengadaan dan Obat
Hibah dari Bantuan Pemerintah Provinsi melalui

Dinkes Kab.Wonogiri dan Dinas KB
Jumlah Persediaan obat terdiri dari:
Obat BLUD : 2.132.985.902,54

Obat Hibah Dinkes 315.942.993,56
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Alat kontrasepsi : 5.193.559,00
Merupaka barang Hibah.

Persediaan Laborat terdiri dari :

- Persediaan laborat BLUD : 1.389.750.313,18

- Persediaan Laborat Hibah

Anti HIV : 3.911.600,00
Rapid Lepto : 550.550,00
Catridge TCM : 6.177.520,00

Persediaan adalah aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
prasarana SKPD, dan barang-barang yang
dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
[kesehatan.

Persediaan diakui pada saat potensi
manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal. Persediaan
diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan atau kepenguasaannya
berpindah.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian.

- Biaya standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasiframpasan.

Nifai pembelian yang digunakan adalah biaya

perolehan persediaan yang terakhir

diperoleh

5.3.1.5. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah

Rp

Rp




semua investasi  yang  tidak  dapat
diklasifikasikan sebagai Investasi langka

Pendek, atau investasi yang tidak dapat segera
di cairkan dan dimaksudkan untuk dimifiki

selama lebih dari setahun atau kurang.

5.3.1.6 ASET TETAP.......... Rp

111.817.215.134,51

Rp

110.481.280.777,52

Aktiva (Aset) Tetap adalah aktiva {aset)
berwujud yang memiliki masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas} bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari
harga belinya atau konstruksinya, dan setiap
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
sampai dengan aset tersebut siap untuk
digunakan.

Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga
pengakuan dan pencatatannya dilakukan
setelah diterima berita acara penyerahan hak
kepemilikan aset tersebut.

Realisasi belanja barang dan jasa yang
menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat

sebagai penambahan aset tetap.

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan
bahwa : “suatu benda berwujud yang
memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva
tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan

biaya perclehan” (PSAK 13 par 13).

Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan
(Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005}
memperbolehkan penggunaan nilai wajar, dan
disebutkan dalam Lampiran X! PP 24 Tahun
2005, “ untuk keperluan penyusunan neraca
awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap
vang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca awal tersebut disusun. Untuk periode

selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas



perolehan aset tetap baru, suatu entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga
wajar bila biaya perolehan tidak ada {PSAP 07
par 28).

Sesuai Lampiran | Peraturan Republik Indonesia
nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005,
paragraph 16 dan 17 disebutkan masing-
masing :

Sesuai dengan Undang-undang nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah wajib menerapkan SAP.
Selain  itu, diharapkan adanya upaya
pengharmonisan berbagai peraturan baik di
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

dengan SAP,

Ruang lingkup penerapan SAP adalah di lingkup
pemerintahan  yaitu  pemerintah  pusat,
pemerintah daerah, dan satuan organisasi
dilingkungan pemerintah pusat /daerah, jika
menurut  peraturan  perundang-undangan
satuan orgasisas idi maksud wajib menyiapkan
laporan keuangan (par 28 lampiran | ~ PP 24

tahun 2005).

Jumlah Nilai Aktiva Tetap Setelah adanya
penyusutan per 31 Desember 2018, dengan

rincian sebagai berikut :



No Uraian 31 Desember 2018 31 Desember 2017
1 Tanah - Rp  3.668.575.000,- Rp 3.668.575.000,-
2 Peralatan dan Mesin Rp 133.747.603.799,- Rp.121.520.917.176,-
3 Gedung dan Bangunan Rp 75.306.105.807,- Rp. 60.170.526.466,-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 11.778.739.335,- Rp 10.251.353.135,-

5 Aset lainnya Rp 141.093.714,- Rp 54 874.639,-

6 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 226.776.892,- Rp  8.002.280.370,-
Akumulasi Penyusutan {Rp. 114.091,679.412,49-) (Rp.93.134.888.162,48-)
Jumlah Aset Tetap Rp. 111.817.215.134,51 Rp.110.481.280.777,52

Jumlah tersebut merupakan Nilai Aktiva Tetap
2018 Setelah adanya penyusutan
per 31 Desember 2018 sebesar
Rp. 23.010.519.859,61 dengan rincian sebagai

berikut :
- Penyusutan Peralatan dan Mesin : Rp.19.491.569.034,47
- Penyusutan Gedung dan Bangunan : Rp. 2.574.101.858,24
- Penyusutan Jalan,Irigasi,jaringan : Rp. 944.848.966,90

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar
Rp. 266.776.892,- merupakan KDP pengadaan
pembangunan ruang jenazah yang berasal dari
pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran
2016 dan tahun anggaran 2017. KDP tahun 2017
sebesar  Rp.7.735.503.478,00 telah  dapat
diselesaikan dan direklasifikasi ke akun Aset Tetap

pada Bangunan Gedung,

5.3.1.7. ASET LAINNYA Rp 55.793.420,76 Rp - 41.123.683,01

Terdiri dari
1. Aset tak berwujud Rp. -
2. Aset lain-lain Rp. 2.331.168.134,-

Jumlah tersebut merupakan aset vyang
rusakberat dan tidak dapat digunakan lagi dan

belum dapat dihapuskan dikarenakan belum



5.3.2:

ada SK penghapusan dari Bagian Aset

Kabupaten Wonogiri, yang terdiri dari :

Alat Angkutan Rp.

Alat ukur dan bengkel Rp. 2.
Alat kantor dan Rumah tangga Rp. 395
Alat Kedokteran Rp.1.174.
Alat Laboratorium Rp. 758,

Aset Lain- lain sebesar Rp. 55.793.420,76,-

merupakan Nilai Aset Lain - lain setelah

adanya penyusutan per 31 Desember 2018
sebesar Rp. 2.275.374.713,24

KEWAJIBAN

5.3.2..1 BEBAN YANG MASIH HARUS

600.000,-
370.000,-
.684.671,-
367.463,-
136.000,-

Rp 11.475.556.606,-

Rp.  21.030.898.108,-

DIBAYAR/UTANG JANGKA PENDEK

Jumlah tersebut merupakan saldo

Beban Yang Masih Harus Dibayar/Utang Jangka

Pendek per 31 Desember 2018. Rincian beban

yang masih harus dibayar/utang jangka pendek

pada tanggal neraca adalah sebagai berikut :

No Uraian 31 Desember 2018 31 Desember 2017
1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp. 0, |Rp. 0,-
2 | Uang Muka dari Kas Daerah Rp. 0,- Rp. 0,-
3 | Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0,- Rp. 0,-
4 | Utang Belanja Rp. 11.475.556.606,- | Rp. 21.030.898.108,-

Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar/ Utang
Jangka Pendek

Rp. 11.475.556.606,-

Rp. 21.030.898.108,-

Utang Belanja per 31 Desember 2017 sudah terbayar

sebesar Rp. 21.030.898.108,-.

Utang Belanja pada RSUD per 31 Desember 2018

tersebut terdiri dari :

Utang Belanja Pegawai BLUD :Rp.  10.835.009.317,-
Utang Langganan : Rp. 167.553.735,-
Utang Belanja Persediaan : Rp. 202.320.704,-

Utang Belanja Jasa :Rp.

Utang belanja Pemeliharaan : Rp.

266.881.850,-
3.791.000,-

i Yo |



5.3.2.2 HUTANG PAJAK Rp

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban
Pajak yang pada tangga! 31 Desember 2018
tidak ada. Sebagai institusi pemerintah,
Bendaharawan RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri melakukan
pembayaran atas gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Oleh
karenanya, sesuai  Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) nomor 486/ KMK.03/ 2003
maka bendaharawan RSUD dr. Soediran M.S.
Wonogiri bertindak sebagai “pemotong” PPh
Pasal 21 (pajak penghasilan yang diterima
pegawai,

karyawan, penerima honorarium sehubungan

dengan pekerjaan).

Disamping PPh Pasal 21, atas pembayaran
untuk pembelian / penyerahan barang dan jasa
yang dibebankan ke APBN/APBD,
Bendaharawan harus memungut PPh pasal 22
dan PPh pasal 23, dengan tarif yang telah
ditentukan, dihitung dari harga beli yang

dipungut pada saat pembayaran.

Lebih fanjut, RSUD dr. Soediran M.S juga
berkewajiban menyetorkan pungutan PPN atas
penyerahan barang dan jasa yang dilakukan

oleh penyedia barang dan jasa.

Semua jenis pajak terutang, sebagaimana
disajikan diatas, maka bendaharawan RSUD dr.
Soediran M.S. wajib menyetorkan hasil

pungutan atau potongan pajak ke kas negara.
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5.3.2.3. HUTANG LAINNYA .................

Rp Rp

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang

Lainnya, vyaitu hutang Dana dan Donasi

Pemerintah per 31 Desember 2018 tidak ada.

5.3.3. Ekuitas BLUD

EKUITAS BLUD Rp 135.632.745.222,62,- Rp 117.677.103.757,17,-
Ekuitas dipengaruhi adanya defisit/surplus
sampai dengan 31 Desember 2018 dan koreksi

kareksi yang mempengaruhi ekuitas .Ekuitas

31 Desember 2018 Rp.135.632.745.222,62
mengalami kenaikan sebesar

Rp.88.315.260.120,62

Uraian 31 Desember 2018

Ekuitas Awal 117.677.103.757,17

Surplus/defisit (29.657.103.757,17)

-Kareksi Aset Tetap 550.855.450,00

-Koreksi Akumulasi (255.458.243,73)

Penyusutan
- RK-PPKD 47.317.485.102,00
Ekuitas Akhir 135.632.745.222,62,-

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS
31 Desember 2018 31 Desember 2017

SALDO KAS treeneneans Rp 10.370.690.648- Rp  8.187.919.118,-

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada
Laporan Arus Kas tahun 2018 menyajikan
informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas
melalul Bendahara Penerimaan dan Bendshara
Pengeluaran RSUD Kabdpaten Wonogiri selama
tahun 2018. Laporan Arus Kas terdiri dari arus kas
dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas

pendanaan .



5.4.1.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar
Rp. 161.037.936.037,- berasal dari penerimaan
Pendapatan Pelayanan Kesehatan ,Pendapatan
dari Pengajuan dana APBD dan Lain-lain

Pendapatan BLUD yang Sah .

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Arus keluar kas aktivitas operasi sebesar
Rp.134.936.063.645,- dipergunakan  untuk
pengeluaran belanja pegawai dan belanja
barang dan jasa dari dana BLUD maupun dana
APBD.
5.4.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi mencerminkan
penerimaan dan pengefuaran kas bruto dalam
rangka perolehan dan pelepasan Aset yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan

datang.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas masuk Aktivitas Investasi berasal dari
penerimaan yang bersumber pelepasan aset
tetap maupun aset lainnya. Pada tahun 2018
jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi
sebesar Rp.0,00 karena tidak ada tranaksi
penjualan aset.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi
merupakan pengeluaran kas untuk perolehan
aset tetap sebesar Rp. 23.919.100.862,00
yang terdiri atas:
- DanaBLUD :Rp. 8.327.099.662,-
- Dana APBD : Rp. 15.592.001.200,-

5.4.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Arus  kas dari  aktivitas pendanaan
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran dana
diluar aktivitas operasional dan Investasi. Pada

tahun 2018 aktivitas pendaaan Rp.0,- karena tidak
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ada pemasukan dan pengeluaran diluar operasional
dan inventasi.

Pada tahun 2018 Kas RSUD sebesar
Rp.10.370.690.648,- mengalami kenaikan sebesar
Rp.2.182.771.530,- . dibandingan tahun sebelumnya
yang berjumlah Rp. 8.187.919.118,-

PENJELASAN  ATAS  POS-POS  LAPORAN
OPERASIONAL (LO)

31 Desember 2018 31 Desember 2017

55.1 Pendapatan-LO Rp 119.101.113.033,70,- Rp  101.2015.926.801,-

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang
menjadi hak RSUD dr.Scediran Mangun Sumarso
Kabupaten  Wonogiri pada tahun  yang
bersangkutan walaupun belum ada penerimaan
kas dan diklasifikasikan menjadi Pendapatan
Pelayanan , Lain- lain Pendapatan yang Sah serta
pendapatan Hibah dari dinas lain atau pemerintah
Pusat.

Apabila diformulasikan maka Pendapatan-LO
diperoleh dari perhitungan Pendapatan -LRA
tahun 2018 ditambah Piutang Pendapatan pada
tahun 2018 dikurangi pelunasan Piutang 2017 dan
ditambah Pendapatan Hibah dari dinas dan
Pemerintah Pusat,

Pendapatan LO tahun 2018 adalah sebesar
Rp. 119.101.113.033,70,- terdiri dari:

Pendapatan Jasa Layanan Umum
BLUD-LO : 118.452.904.971,00

Pendapatan Hibah LO : 648.208.062,70

Pendapatan Hibah 2018 pada RSUD terdiri

- Hibah Obat Rp.4.440.000,- berasa! dari
RSUD Ir.Sukarno Kabupaten Sukoharjo pada
Program ARV. Rp.528.440.983,70 dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui
Dinas Kesehatan Wonogiri dari Program

ARV,Program OAT,Program Vaksin,
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Rp.1.671.300,- dari Dinas KB dari Program
Keluarga Berencana.

- Hibah Laboratorium berupa Reagen dan

Alat habis pakai Laboratorium
Rp.22.005.039,- berupa Anti HIV.
Rp.88.129.200,- berupa Cartridge.

Rp.3.521.540 berupa Leptospira yang
semua berasal dari Propinsi Jawa tengah
melalui Dinas Kesehatan Wonogiri.

31 Desember 2018 31 Desember 2017

5.5.2 Beban-LO Rp 148.758.353.876,52 Rp 135.975.129.306,35

Beban LO merupakan konsumsi barang
dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan
dalam rangka menunjang operasional pada RSUD
selama 1 tahun, meliputi yang telah dibayar
dengan kas atau tunai maupun yang
masih berupa kewajiban membayar.
Realisasi Beban-LO pada tahun 2018 adalah
sebesar  Rp.148.758.353.876,52 vang dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Beban Operasi

Beban Operasi merupakan saldo Beban

Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2018 yang terealisasi sebesar

Rp.148.717.230.193,51 dengan rincian

sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban
Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 yang disajikan
dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban
pegawai terjadi pada saat timbulnya
kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO
adalah sebesar belanja pegawai vyang
dibayarkan pada tahun 2018 dikurangi
pembayaran atas utang belanja pegawai
tahun 2017 dan belanja pegawai tahun 2018
yang dikapitalisasi menjadi aset tetap serta
ditambah dengan utang belanja pegawai yang
tahun 2018. Realisasi beban pegawai tahun

2018 adalah sebesar Rp.69,139.430.095,-
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Perincian beban pegawai tahun 2018

menurut obyek adalah sebagai berikut:

-Beban Gaji dan Tunjangan - LO : 25.639.072.934,-

-Beban Pegawai BLUD-LO : 43.500.357.161,-

. Beban Barang dan jasa.

Beban Barang Jasa merupakan saldo beban
barang Jasa periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi
sebesar  Rp.56.169.921.590,31 Beban
Barang jasa disajikan dengan basis akrual,
yaitu pengakuan beban barang jasa terjadi
pada saat timbulnya kewajiban, sehingga
nilai beban barang jasa adalah sebesar
belanja barang jasa yang dibayarkan pada
tahun 2018 dikurangi pembayaran atas
utang belanja barang jasa,persediaan tahun
2017 dan penyesuaian lainnya yang
berkaitan dengan Aset {misal: barang jasa
yang merupakan Aset, termasuk atribusi
pengadaan Aset). Ditambah dengan utang
belanja barang jasa,persediaan yang terjadi
pada tahun 2018 serta penyesuaian lainnya
yang berkaitan dengan Aset {misal: Belanja
Modal yang tidak termasuk  aset
/ekstracomtable).

Beban Barang Jasa terdiri dari :

No. Uraian Jumilah {Rp)
1 | Beban Bahan Pakai Habis 155.029.903,18 |
2 | Beban Persediaan Bahan/ Material 36.744.980.713,13

3 | Beban Jasa Kantor

17.049.718.011,00

4 | Beban Cetak dan Penggandaan

5.304.940,00

5 | Bebhan Makanan dan Minuman

7.098.500,00

6 | Beban Perjalanan Dinas

239.443.576,00

7 | Beban Pemeliharaan

1.943.352.347,00
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No. Uraian Jumlah (Rp)

g | Beban kursus, pelatihan, sosialisasi

dan bimbingan teknis PNS 24.993.600,00

Jumlah 56.169.921.590,31

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Penyusutan adalah nilai penyusutan
aset tetap dan aset tetap yang direklasifikasi
ke aset lainnya pada periode tahun 2018.

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi
adalah sebesar Rp. 23.010.519.859,61

dengan perincian:

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 | Beban Penyusutan Peralatan dan 19.491.569.034,47
Mesin

2 | Beban Penyusutan Gedung dan 2.574.101.858,24
Bangunan

3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, 944.848.966,90
dan Jaringan
Jumlah 23.010.519.859,61

d. Beban Lain-lain.
Beban lain-lain sebesar Rp.286.748.225,68
adalah beban penghapusan atas aset berupa
doorloop (bangunan gedung) yang masih

mempunyai nilai buku.

e. Defisit Non operasional

Defisit Non Operasional tahun 2016 adalah
sebesar Rp. 41.123.683,01 merupakan beban
penghapusan atas aset lain lain yang masih
mempunyai nilai buku yang belum tercatat
dalam beban lain-lain. Beban Penghapusan
Aset Lain-lain terdiri dari Aset rusak
Rp.34.597.812,01 dan Obat rusak /ED
Rp.6.525.871,-



31 Desember 2018 31 Desember 2017
5.5.3 Surplus/Defisit -LO Rp (29.657.240.842,82) Rp  (34.769.202.505,35)

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih
antara pendapatan-LO dan beban selama satu
periode  pefaporan setelah  diperhitungkan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
Defisit pada Laporan Operasional untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2018 pada RSUD
dr.Soediran Mangun Sumarso adalah sebesar
Rp.29.657.240.842,82. Mengalami penurunan

Defisit dibandingkan tahun sebelumnya.

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2018 31 Desember 2017

5.6.1. Ekuitas Rp  135.632.745.222.62- Rp 117.677.103.757,17

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan
yang terdiri atas saldo Ekuitas akhir tahun 2017
yang menjadi saldo awal ekuitas tahun 2018,
penambahan atau pengurangan surplus {defisit)
dari operasional tahun 2018, koreksi tambah
dan/atau koreksi kurang akun-akun pada tahun
2018. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan
laporan penghubung antara Laporan QOperasional
dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau
penurunan Surplus/defisit LO yang mempengaruhi
ekuitas pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas ({LPE) tahun 2018

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 terdapat saldo akhir Ekuitas
sebesar Rp. 135.632.745.222.62,-

2. Saldo akhir ekuitas tersebut berasal dari
Saldo awal tahun 2018 yang merupakan
Ekuitas  akhir tahun 2017  sebesar
Rp.117.677.103.757,17 ditambah koreksi
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bersih sebesar Rp.295.397.206,27 . RK PPKD

yang merupakan pendapatan

dari

pengajuan belanja APBD Rp.47.317.485.102,-

ditambah  Surplus/ Defisit -LO. sebesar

Rp.29.657.240.843,-

Penyesuaian ekuitas tahun 2018:

Koreksi Alat - Bengkel dan Ukur

4.611.600,00

Koreksi Alat kantor dan Rumah Tangga

472.236.150,00

Koreksi Alat -Alat Studio dan Komunikasi

15.591.875,00

Koreksi Alat -Alat Kedokteran

10.750.000,00

Koreksi Buku dan Perpustakaan

47.665.825,00

Koreksi Akurmulasi Penyusutan Alat -
Bengkel dan Ukur

(2.305.800,00)

Korekst Akumulasi Penyusutan Alat (249.254.474,98)
kantor dan Rumah Tangga
Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat -Alat (3.897.968,75)

Studio dan Komunikasi

Jumliah

295.397.206,27
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RSUD dr.
Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan keuangan
berbasis SAK dan laporan keuangan konsolidasi karena mulai 1 Januari tahun 2011 RSUD dr Soediran
Mangun Sumarso melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah;
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BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan oleh RSUD dr Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

dWGUN SUMARSO
Al W
Bm#@qg\qpoelm
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